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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada tahun 2010 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah 

Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban 

Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, (selanjutnya 

disebut SEMA No. 4 tahun 2010), yang menjadi panduan bagi para hakim untuk 

menjatuhkan putusan rehabilitasi. 

Upaya penanggulangan narkotika yang dilakukan untuk mengurangi jumlah 

penyalahguna narkotika tersebut tidaklah cukup dengan satu cara, melainkan harus 

dilaksanakan dengan rangkaian tindakan yang berkesinambungan dari berbagai macam 

unsur, baik dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Rangkaian tindakan 

tersebut mencakup usaha-usaha yang bersifat preventif, represif dan rehabilitative.1 

Rehabilitasi sendiri merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menaggulangi 

penyalahgunaan narkotika. Upaya ini merupakan upaya atau tindakan alternatif, karena 

pelaku penyalahgunaan narkotika juga merupakan korban kecanduan narkotika yang 

memerlukan pengobatan atau perawatan. Pengobatan atau perawatan ini dilakukan 

melalui fasilitas rehabilitasi.2 

                                                             
1 http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2014/01/JURNAL-FEBY.pdf Diakses pada 

tanggal 17 Maret 2019 Pukul 12.10 WIB. 
2 Ibid Hal 1. 
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Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan 

untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak 

sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan 

bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih 

merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang 

dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya 

bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. 

Kejahatan narkotika dan psikotrapika, merupakan kejahatan kemanusiaan yang 

berat, yang mempunyai dampak luar biasa, khususnya generasi muda suatu bangsa, 

karena tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai.3 Kejahatan 

narkotika merupakan kejahatan lintas negara, karena penyebaran dan perdagangan 

gelapnya, dilakukan dalam lintas batas negara. Kaitannya dengan negara Indonesia, 

sebagai negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan 

supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam 

setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu 

supremasi hukum (supremacy of law), kesetaraan dihadapan hukum (equality before 

the law), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum 

(due process of law). 

                                                             
3 Van Apeldoorn. Pengantar Ilmu Hukum. Pradnya Paramita, Jakarta, thn 2001, hlm.10. 
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Perkembangan yang ada saat ini menunjukkan terjadinya kecenderungan 

perubahan yang kuat dalam memandang para pecandu narkotika yang tidak lagi dilihat 

sebagai pelaku tindak kriminal, namun sebagai korban yang harus diberi empati, 

perilaku yang menyimpang dari norma biasanya akan menjadikan suatu permasalahan 

baru dibidang hukum dan merugikan masyarakat.4 Pendekatan dengan cara 

menghukum dapat membuat orang-orang yang membutuhkan perawatan 

menyembunyikan diri, para pecandu khawatir jika muncul justru akan ditangkap, 

sehingga keadaan ini menghambat pecandu untuk mengikuti program terapi atau 

rehabilitasi. Sejalan dengan kondisi ini pada dasarnya upaya penegakan hukum paling 

tepat, jika ditujukan kepada para pengedar besar maupun pemasok narkotika secara 

ilegal dan bukan diarahkan kepada kriminal kecil seperti pecandu narkotika. 

Pengguna narkotika dapat dibedakan antara lain sebagai pecandu narkotika dan 

korban penyalahgunaan narkotika. Pecandu narkotika merupakan orang yang 

menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan 

pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan korban penyalahgunaan 

narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, karena 

dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. 

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa seorang 

pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib di rehabilitasi, itu 

sesuai dengan bunyi Pasal 54 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 

                                                             
4 Bambang Waluyo. Pidana dan Pemidanaan.  Sinar Grafika , Jakarta, Thn 2000, Hlm. 3. 
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menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib 

menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, akan tetapi terjadi pertentangan 

norma dalam hal merehabilitasi ataupun mempidanakan seorang pecandu narkotika 

dan seorang korban penyalahgunaan narkotika.  

Penggunaan narkotika yang bersifat adiksi membutuhkan perlakuan khusus 

yaitu dengan mendapatkan perawatan dan perlindungan. Selain di sisi pengguna, 

pandangan ini juga seirama dengan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika. 

Dimana di dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika, diperlukan strategi secara 

integral dari hulu sampai ke hilir. Dekriminalisasi terhadap penyalah guna dan pecandu 

narkotika adalah model menekan demand reduction sehingga dapat mengurangi supply 

narkotika illegal. Konsep ini juga memiliki dampak ekonomis terhadap penanganan 

masalah narkotika.5 

Pecandu narkotika merupakan “self victimizing victims”, karena pecandu 

narkotika menderita sindroma ketergantungan (dependence) yang semula disebut 

adiksi dan habitasi akibat dari penyalahguna narkotika yang dilakukanya sendiri.7 Saat 

ini Indonesia dihadapkan pada permasalahan narkotika yang sudah sangat 

mengkhawatirkan, di mana terdapat empat juta orang lebih yang sudah terlanjur 

mengkonsumsi narkotika, ditambah lagi dengan narkotika ilegal baik sintetis, alami, 

                                                             
5 Anang Iskandar, Dekriminalisasi Penyalah Guna Narkotika dalam Konstruksi Hukum 

Positif Di Indonesia. http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/11/19/813/dekriminalisasi-

penyalah-guna-narkotikadalam-konstruksi-hukum-positif-di-indonesia, diakses pada 4 Maret 2019 

pukul 11.35 WIB. 
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maupun narkotika jenis baru yang beredar luas di masyarakat. Segala upaya dalam 

menyelesaikan masalah narkotika di Indonesia sudah banyak dilakukan terutama oleh 

para penegak hukum, akan tetapi sampai saat ini pecandu narkotika belum berkurang 

bahkan cenderung bertambah. Salah satu hal yang menyebabkan permasalahan tersebut 

belum dapat diselesaikan adalah pandangan masyarakat terhadap pengguna narkotika 

yang masih dianggap sebagai pelaku kejahatan, sampah masyarakat, dan berbagai 

stigma lainnya, sehingga pecandu dihukum penjara. 

Berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika, menyatakakan hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat 

melakukan dua hal,  yaitu pertama, hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan 

yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila pecandu 

narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, kedua, hakim 

dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan 

dan/atau perawatan/rehabilitas, apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti 

bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Secara tersirat kewenangan ini, mengakui 

bahwa korban peyalagunaan narkotika, selain sebagai pelaku tindak pidana juga 

sekaligus korban dari kejahatan itu sendiri yang dalam sudut viktimologi kerap disebut 

dengan self victimization atau victimless crime. Hal ini sangat diperlukan dalam rangka 

mengoperasionalkan Pasal 54 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 

di mana pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 

Kaitan ini diharapkan penyalahguna narkoba akan dijerat dengan pasal penyalahguna 
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saja (Pasal 127 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan 

selanjutnya hakim menggunakan Pasal 103 UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika, di mana hakim dapat memutus atau menetapkan untuk memerintahkan 

pecandu menjalani rehabilitasi. 

Undang-undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mewajibkan 

rehabilitasi bagi pengguna narkotika, namun Undang-undang Narkotika No. 35 Tahun 

2009, secara kontradiktif juga memberikan hukuman penjara bagi pecandu narkotika. 

Kriminalisasi terhadap pengguna narkotika terlihat dalam Bab XV Ketentuan Pidana 

yang diatur dalam Undang-undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 yang menjerat pelaku 

dalam semua perbuatan seperti memiliki, menguasai, menyimpan, jual beli dan lain 

sebagainya yang memberikan pelaku hukuman penjara bukan rehabilitasi, namun 

hingga saat ini tidak ada data mengenai persentase terdakwa kasus narkotika yang 

mendapatkan vonis penjara ataupun rehabilitasi. 

Banyaknya program yang dicanangkan pemeritah dalam hal ini melalui instansi 

BNN (Badan Narkotika Nasional) mulai dari pembentukan organisasi sosial di bidang 

pencegahan penyalahgunaan narkoba di setiap daerah dan tingkat pendidikan dari 

tingkat kanak-kanak hingga tingkat mahasiswa.program yang terbaru adalah program 

yang menargetkan merehabilitasi pengguna atau korban penyalagunaan narkotika 
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sebanyak 100.000 (seratus ribu) yang hingga Tahun 2015 hanya mencapai 20% dari 

target.6 

SEMA No. 4 tahun 2010 menyebutkan lima syarat untuk mendapatkan putusan 

rehabilitasi yaitu: 

1. Terdakwa ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan. 

2. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari. 

(terlampir dalam SEMA) 

3. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika. 

4. Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater. 

5. Tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkotika. 

Berdasarkan SEMA tersebut, vonis rehabilitasi hanya dapat dijatuhkan apabila 

memenuhi syarat-syarat tersebut, namun, tidak ada data mengenai putusan yang 

dijatuhkan terhadap pengguna narkotika, sehingga efektifitas SEMA No. 4 tahun 2010 

tidak dapat dianalisis, oleh karena itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) masyarakat 

berinisiatif untuk melakukan penelitan untuk melihat jenis dan pola putusan yang 

diberikan hakim kepada terdakwa pengguna narkotika dan untuk menganalisis SEMA 

4/2010. 

Contoh kasus rehabilitasi penyalahgunaan narkotika yaitu penyanyi rap Iwa 

Kusuma (46) atau Iwa K, dituntut menjalani rehabilitasi selama delapan bulan. 

Tuntutan itu dinyatakan jaksa penuntut umum pada sidang di Pengadilan Negeri 

Tangerang, Rabu 20 September 2017. Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa 

                                                             
6 Liputan 6.com. “Penyalahgunaan Penggunaan Narkotika”, di akses pada tanggal 5 April 

2019. 
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dengan pidana penjara selama delapan bulan dengan ketentuan terdakwa ditempatkan 

di RSKO Cibubur, Jakarta Timur untuk menjalani rehabilitasi. 

Contoh lain persidangan kasus penyalahgunaan narkotika atas terdakwa 

pedangdut Ridho Rhomatelah mencapai pembacaan vonis. Dalam sidang yang digelar 

di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, hari ini, Selasa 19 September 2017, majelis hakim 

menjatuhkan putusan pidana penjara 10 bulan terhadap Ridho Rhoma., sebab,Ridho 

Rhomaterbukti bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika 

golongan satu untuk diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan subsider Pasal 127 

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa Ridho tidak 

terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam 

dakwaan primer. Dua, membebaskan terdakwa Ridho dari dakwaan primer tersebut," 

ujar hakim ketua saat sidang berlangsung. "Tiga, menyatakan terdakwa Ridho terbukti 

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika 

golongan satu bagi diri sendiri. Empat, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ridho 

dengan pidana penjara selama 10 bulan. Walaupun Ridho Rhoma divonis 10 bulan 

penjara, hakim menjelaskan, bahwa terdakwa tidak perlu masuk penjara, akan tetapi 

harus melakukan rehabilitasi di tempat yang ditentukan. 

Tujuan rehabilitasi medis bagi pengguna narkotika itu pada dasarnya adalah 

baik, yaitu mengurangi dampak negatif apalagi terhadap pelaku tindak pidana 

narkotika, pelakunya masih remaja yang pada umumnya adalah sebagai korban, tidak 

sepatutnya dipidana penjara tetapi direhabilitasi. Rehabilitasi terhadap pecandu 
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narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari 

ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa 

menjalani hukuman Pasal 103 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk 

perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial 

agar tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika.  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 

terdapat setidaknya dua jenis rehabilitasi, diantaranya Pasal 1 butir 16 Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa, Rehabilitasi medis 

adalah suatu poses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu 

dari ketergantungan narkotika. Pasal 1 butir 17 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa, Rehabilitasi sosial adalah suatu proses 

kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas 

pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan 

masyarakat. 

Beberapa ketentuan di atas menjelaskan bahwa rehabilitasi adalah proses-

proses yang penting dan harus dijalani oleh pecandu dan korban penyalahguna 

narkoba, namun saat ini rehabilitasi masih dipertanyakan tingkat keberhasilannya, hal 

ini, karena beberapa kasus menyatakan bahwa masih banyak pecandu maupun korban 

penyalahguna narkoba yang belum sembuh total dan tertangkap kembali memakai 
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narkotika, maka dari itu penting kiranya untuk mengetahui keberhasilan rehabilitasi 

narkotika saat ini. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis memilih judul “Implementasi 

SEMA No. 4 Tahun 2010 Tentang Rehabilitasi Medis Dan Sosial Terhadap Pelaku 

Penyalahgunaan Narkotika Di Palembang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat dirumuskan masalah penelitian 

ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan SEMA No. 4 Tahun 2010 terhadap pelaku penyalahgunaan 

narkotika di Palembang ? 

2. Bagaimana kendala yang di hadapi dalam penerapan SEMA No. 4 Tahun 2010 

terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Palembang ? 

 

C. Tinjauan Penelitian 

Tujuan  penelitian dari penulisan skripsi yang dibuat oleh penulis adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menanalisa persiapan SEMA No.4 Tahun 2010 Tentang 

Rehabilitasi Medis dan Sosial Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di 

Palembang. 
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2. Untuk mengetahui dan menganalisa batasan tindak pidana yang dilakukan pecandu 

yang diberikan putusan rehabilitasi oleh pengadilan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai baham kepustakaan dan 

bahan referensi hukum bagi mereka yang berminat pada kajian-kajian ilmu hukum 

pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada instansi 

terkait, khususnya yang terkait dalam mengimplementasi SEMA No. 4 Tahun 2010 

tentang Rehabilitasi Medis dan Sosial terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika 

di Palembang. 

E. Kerangka Konseptual 

1. Teori Kepastian Hukum 

Kepastian Hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau 

ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman 

kelakuan dan adil karena pedoman kelakukuan itu harus menunjang suatu tantanan 

yang dinilai wajar. Hanya karena besifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum 

dapap menjalankan fungsinya.  
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Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu 

pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui 

perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan 

hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan-aturan 

yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan 

atau dilakukan negara.7 

Teori ini dikemukakan dengan tujuan untuk membahas dan menganalisis 

konsep utang berkenaan dengan kekaburan norma (vague van norm) mengenai 

frase “tidak membayar” yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang No. 

37 Tahun 2004. Kekaburan norma tersebut dikarenakan pengertian “tidak 

membayar” dapat berarti tidak dapat membayar atau tidak mau membayar. 8 

Tidak mau membayar dan tidak mampu membayar merupakan dua hal yang 

berbeda. Sikap tidak mau membayar tersebut mungkin terjadi dalam keadaan 

debitor mampu ataupun tidak mampu membayar. Sedankan dalam hal tidak mampu 

membayar merupakan suatu keadaan ketidakmampuan untuk membayar yang 

umumnya disebabkan oleh masalah keuangan yang mengalami kerugian atau 

kebangkrutan sekalipun sadar akan keharusan untuk membayar. 9 

Teori kepastian yang dimaksud dalam hal ini adalah kepastian hukum apa 

yang dapat didapatkan oleh pelaku penyalahgunaan narkotika. 

                                                             
7 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, 

hlm.23. 
8 Man S. Sastrawidjaja, loc. Cit. 
9 Ibid. 
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2. Teori Pemidanaan 

Teori pemidanaan merupakan hipotesis yang dirumuskan oleh para ahli 

hukum pidana. Teori yang kemudian dijadikan alasan suatu Negara untuk 

dikenakan tindakan yang sifatnya menderitakan atau nestapa terhadap pelakunya. 

Pengenaan tindakan ini adalah sebagai salah satu fungsi pemerintahan suatu 

Negara. Perihal ide dari diterapkannya tujuan pidana dan pemidanaan dapat dilihat 

dari berbagai teori-teori pemidanaan yang dalam perkembangannya sebagai 

berikut: 

a. Teori Absolut atau Pembalasan 

Menurut teori absolute, pidana adalah suatu hal yang mutalak harus dijatuhkan 

terhadap adanya suatu kejahatan. Pidana adalah sebagai hal yang tidak 

mengenal kompromi untuk diberikan sebgai pembalasan terhadap suatu 

kejahatan. Teori retributivisme mencari pendasaran hukuman dengan 

memandang ke masa lampau, yaitu memusatkan argumentnya pada tindakan 

kejahatan yang sudah dilakukan. Menurut teoriini, hukuman diberikan karena 

si pelaku harus menerima hukuman itu demi kesalahannya. Hukuman menjadi 

retribusi yang adil bagi kerugian yang diakibatkan. 

b. Teori Relatif/Teleologi 

Teori ini memandang bahwa pemidanaan bukan sebgai pembalasan atas 

kesalahan pelaku tetarpi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk 

melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan 
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pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, 

merupakan tujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. 

c. Teori Gabungan 

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas 

pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alas an itu menjadi dasar 

dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi 2 

golongan besar, yaitu: 

1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu 

tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk 

didapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat. 

2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, 

tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada 

pebuatan yang dilakukan terpidana. 

 

F. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini mengacu pada permasalah yang 

diajukan yaitu Implementasi SEMA No. 4 Tahun 2010 Tentang Rehabilitasi Medis dan 

Sosial Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Palembang. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum Empiris, 

Penelitian hukum Empiris adalah penelitian yang berfokus meneliti suatu fenomena 

atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang 

terjadi serta mengembangkan konsep yang ada. Data yang digunakan adalah data 
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Primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari lapangan melalui wawancara 

dengan narasumber. Wawancara yang dilakukan terhadap sejumlah informan di Kantor 

BNN (Badan Narkotika Nasional) Sumatera Selatan Palembang mengenai 

Implementasi SEMA No. 4 Tahun 2010 Tentang Rehabilitasi Medis dan Sosial 

Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Palembang. 

2. Sumber Pendekatan Penelitian Bahan Hukum 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data yang diperoleh dari : 

a. Bahan Hukum Primer 

 Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan 

data  secara kualitatif.  Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata 

verbal bukan dalam bentuk angka.10 Data dapat diperoleh dari cara observasi, dan 

wawancara. Wawancara itu sendiri akan mendalami pembahasan dalam skripsi penulis 

mengenai Implementasi SEMA No. 4 Tahun 2010 Tentang Rehabilitasi Medis dan 

Sosial Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Palembang, sesuai dengan 

rumusan masalah yang tertulis. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Berupa bahan hukum, yaitu : 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

                                                             
10 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif , Yogyakarta, Raesarasinn, 1996, hlm. 2. 
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c) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

d) SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Rehabilitasi Medis dan Sosial 

Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika. 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Untuk memperoleh data yang dikehendaki sesuai dengan permasalahan dalam 

skripsi ini, maka penulis menggunakan metode- metode sebagai berikut : 

a. Observasi 

Observasi yang dimaksud dalam pengumpulan data ini adalah proses 

pengamatan khusus terhadap suatu objek atau masalah yang dari situ akan diambil 

sebuah laporan dan kesimpulan, dalam hal ini yang berkaitan dengan SEMA No.4 

Tahun 2010 tentang rehabilitasi medis dan sosial terhadap penyalahgunaan narkotika. 

b. Wawancara 

Wawancara yang akan dilakukan langsung dengan informan di lapangan atau 

lokasi tempat penelitian yang dalam hal ini dilakukan dikantor BNN (Badan Narkotika 

Nasional) Sumatera Selatan, Palembang.  

Nama : Sri Mariance Naibaho, S.SOS. 

Jabatan : Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi 

4. Teknik Penyajian Bahan Hukum 

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara 

sistematis, artinya data sekunder yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang 



17 
 

lain disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga secara keseluruhan 

merupakan satu kesatuan yang utuh sesuai dengan kebutuhan penelitian. 

 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. 

Deskriptif kualitatif merupakan metode analisa data dengann cara memaparkan semua 

data, baik yang berupa data primer maupun data sekunder yang telah diperoleh, 

kemudian dianalisis berdasarkan teori dan peraturan yang berlaku yang dalam hal ini 

membahas tentang SEMA No.4 Tahun 2010 tentang rehabilitasi medis dan sosial 

terhadap penyalahgunaan narkotika khususnya dikota Palembang.  

6. Teknik Pengambilan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan yang dilakukan penulis melakukan logika berpikir 

induktif, yaitu penalaran yang diawali dengan menjelaskan permasalahan-

permasalahan khusus, dan yang akan diakhiri dengan kesimpulan yang merupakan 

pernyataan umum.11 

                                                             
 11 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, Bandung, CV. Pustaka Setia, 

2008, hlm.,111. 
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